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PUTUSAN

Nomor 0692/Pdt.G/2015/PA.Ckr
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At
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili

perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam

perkara Cerai Gugat antara:

Esri Nur Maya Sari binti Guming, Umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga tempat kediaman di Kp. Tembong
Gunung RT.009 RW. 005 Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang
Pusat Kabupaten Bekasi,

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan
Jaka Wardana bin Kasim, Umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan
Karyawan Swasta tempat kediaman di  Kp. Binong RT.001 RW.
001 Desa Jayamukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi,

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebuit;
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
Setelah mendengar pihak Penggugat dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat  gugatannya
tertanggal 15 Mei 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Cikarang, Nomor: 0692/Pdt.G/2015/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan cerai

terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 September 2004, Penggugat dengan
Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Pusat,
Kabupaten Bekasi, sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta
Nikah Nomor: 110/26/IX/2004, tertanggal 13 September 2004;

2. Bahwa Selama Berumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat
mengambil tempat tinggal di Kp. Tembong Gunung Rt.009 Rw.005
Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Puisat, Kabupaten Bekasi,
sebagai tempat tinggal bersama;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai
seorang anak yang bernama ROSIDAH CHOIRUNISA, Perempuan,
lahir tanggal 18 Juni 2008;

4. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada
awalnya berjalan rukun dan Harmonis, akan tetapi sejak awal tahun
2014 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan poertengkaran antara
penggugat dengan tergugat disebabkan masalah:

1. Tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat, sehingga
untuk kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh keluarga penggugat

2. Tergugat jarang pulang, apabila pulang tidak pernah
memberikan nafkah kepada Penggugat dan Anaknya, sehingga akibat
kejadian seperti itu antara Penggugat dengan Tergugat sering miss
komunikasi dan akhirnya menimbulkan suatu perselisihan;

3. Tergugat telah mempunyai perempuan lain ( WIL ) sehingga
keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat kurang terjalin harmonis;

6. Bahwa karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka
sejak November 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sudah

pisah rumabh;
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7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat sebagaimana digambarkan diatas, maka tujuan perkawinan
untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah
sebagaimana dikehendaki pasal 1 UU No.l tahun 1974 tentang
Perkawinan tidak diwujudkan dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk
tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dan tergugat,
sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan

kemudharatan yang berkepanjangan;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim Berkenan menerima,

Memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan

sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat

2. Menjatuhkan talak Satu ba'in sughra Tergugat ( Jaka Wardana bin
Kasim ) terhadap Penggugat ( Esri Nur Maya Sari binti Guming );

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau : Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat telah hadir kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah
hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau
kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan dipersidangan
Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata

bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2008, bahwa
setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui
proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum,
akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir

maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah  menasehati
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Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan
Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat

gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
tidak dapat didengar jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka

sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan bukti :
A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat ( Bukti P.1)

2. Buku Kutipan Akta Nikah berikut fotokopinya dari Kantor Urusan
Agama Kecamatan Kecamatan Cikarang Pusat Nomor
110/26/1X/2004 Tanggal 13 September 2004 ( Bukti P.2)

B. Saksi-Saksi

1. DANI KARSIM bin ATING

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka

sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara

ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai
berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan
selaku saudara dekat Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dari pernikahan
tersebut dikaruniai 1 orang anak bernama ROSIDAH CHOIRUNISA,
Perempuan, lahir tanggal 18 Juni 2008;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah
tangga di Kp. Tembong Gunung RT.009 RW. 005 Desa Sukamahi
Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan
dalam rumah tangga sejak awal tahun 2014, disebabkan Tergugat telah

menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat dan
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Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

- Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat tersebut terjadi pada November 2014, yang akibatnya
pisah rumah;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut tidak hanya dari
laporan/pengaduan Penggugat namun juga mengetahui langsung ;

- Bahwa saksi sudah sering memberi nasehat kepada Penggugat dan
Tergugat agar dapat membina rumah tangga secara baik, tetapi tidak

berhasil;

2. EMAN SUPARDI bin EMPI

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka

sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara

ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai
berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan
selaku saudara sepupu Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dari pernikahan
tersebut dikaruniai 1 orang anak bernama ROSIDAH CHOIRUNISA,
Perempuan, lahir tanggal 18 Juni 2008;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah
tangga di Kp. Tembong Gunung RT.009 RW. 005 Desa Sukamahi
Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan
dalam rumah tangga sejak awal tahun 2014, disebabkan Tergugat telah
menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat dan
Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

- Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat tersebut terjadi pada November 2014, yang akibatnya
pisah rumah;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut tidak hanya dari

laporan/pengaduan Penggugat namun juga mengetahui langsung;
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- Bahwa saksi sudah sering memeberi nasehat kepada Penggugat dan
Tergugat agar dapat membina rumah tangga secara baik, tetapi tidak

berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat

menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya  Penggugat telah menyampaikan
kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin
bercerai dengan Tergugat dan selanjuinya  Penggugat tidak akan

mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini
selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang
bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk
kepada berita acara tersebut, yangmerupakan bagian dan rangkaian dari

putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat

adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan
tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya,
meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan dipersidangan Tergugat
telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa
ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh
karenanya maka perkara a quo diperiksa dan diadili tanpa kehadiran
Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 menunjukkan bahwa Penggugat

berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas

menunjukan sengketa perkawinan dan domisili Penggugat yang berada di
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wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka dengan didasarkan
kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) hurup a dan Pasal 73 ayat (1) Undang
Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang

menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak
hadir, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk
memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor
7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun
2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun

kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan
aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat
telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 September 2004 tercatat
di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi,
sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, serta

mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Buku
Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat ( Bukti P-2), yang
dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka Penggugat dan Tergugat
harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang sah. Dengan demikian
Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan

untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis
menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena
dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi
perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga
antara Penggugat dengan Tergugat sejak November 2014 pisah rumah
yang disebabkan sebagaimana alasan-alasan yang dikemukakan
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Penggugat dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya
mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang
Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang
Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi keluarga atau

orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menghadirkan
dua orang saksi keluarga yang masing-masing bernama DANI KARSIM bin
ATING dan EMAN SUPARDI bin EMPI, yang telah memberikan
keterangan dibawah sumpahnya bahwa rumah tangga Penggugat dan
Tergugat tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan yang disebabkan
Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat
dan Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat sehingga pisah
rumah sejak November 2014, orang tua Penggugat telah berusaha

menasehati Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi
keluarga Penggugat tersebut diatas, maka dipersidangan Majelis Hakim
telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis
lagi sering terjadi percekcokan dan perselisihan sejak awal tahun 2014 ;

2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena
Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin
Penggugat dan Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat; ;

3. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara
Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak November 2014;

4. Bahwa saksi keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati
Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil dan

kemudian menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis
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Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat
telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah

tangganya dapat dikatakan sudah pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan
perceraian yang diajukan oleh  Penggugat telah memenuhi apa yang
dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil
secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, dan tidak
pua menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan
ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang
sah, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak
melawan hak, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 dan 126 HIR gugatan
Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat dikabulkan dengan

verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989
yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana
setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum yang tetap
salinannya harus dikirimkan oleh Panitera/sekretaris kepada Pegawai
Pencatat KUA Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan dan Kecamatan

tempat tinggal Penggugat dan Tergugat,

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka
sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya
yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk

membayarnya ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan

hukumsyara' yang berkaitan dengan perkara ini ;
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MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Jaka Wardana bin
Kasim) terhadap Penggugat (Esri Nur Maya Sari binti Guming) ;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan
salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikaranng Pusat,
Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah

Rp331000,- ( tigaratus tigapuluh satu ribu rupiah).;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Rabu
tanggal 17 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1436
H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang
terdiri dari Drs. Sartino, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. M.
Effendy HA dan Muhsin, SH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan
oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum
dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Kosmara, SH. sebagai

Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis
Ttd.

Drs. Sartino, SH.

Hakim Anggota Hakim Anggota
Ttd. Ttd.
Drs. M. Effendy HA. Muhsin, SH.
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Panitera Pengganti
Ttd.

Kosmara, SH.

Perincian Biaya Perkara_:
1. Biaya Pencatatan Rp. 30.000,-

2. Biaya Proses Rp.  50.000,-

3. Biaya Panggilan Rp. 240.000,-

4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 331.000,-
Catatan :

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal : 25-06-2015
- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : 10-07-2015

- Salinan Putusan ini dikeluarkan atas permintaan :
Cikarang, 23 Juli 2015
Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh :

PENGADILAN AGAMA CIKARANG
Panitera,

R.JAYA RAHMAT, S.Ag.,M.Hum.
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